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RINGKASAN 

 

BUMDes merupakan wadah untuk menciptakan lapangan kerja yang efektif bagi masyarakat. 

BUMDes merupakan usaha padat karya yang tidak memerlukan persyaratan tertentu seperti 

pendidikan, keahlian (skill) pekerjanya dan cenderung tidak mengeluarkan biaya lebih atau 

lebih. BUMDes dalam operasionalnya didukung oleh organisasi moneter desa (cabang 

keuangan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan dalam bentuk kredit dan tabungan. 

Pengembangan BUMDes harus dilakukan agar BUMDes yang ada dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif yang menunjuk pada objek atau masalah yang diteliti untuk menghasilkan data 

kualitatif, metode kualitatif yang memungkinkan kita untuk memahami individu tentang 

masyarakat tempat atau lokasi penelitian peneliti yaitu Desa Bumdes Mulyoagung. Alhasil, 

beberapa program pengelolaan yang bodoh sebagai bagian dari upaya peningkatan potensi desa 

dinilai benar-benar tepat sasaran dan dari segi ketepatan waktu, hasil kajian menunjukkan 

belum sampai tepat waktu akibat pandemi. Beberapa desa potensial telah dijalankan dengan 

cukup efisien oleh pengemis yang cukup efisien dan sebagian besar program mengemis telah 

dilaksanakan yang juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Mulyoagung 

setempat.   

Kata Kunci: Efisiensi, Kesulitan, Pemberdayaan, Potensi Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang Masalah 

  BUMDes merupakan wadah untuk menciptakan lapangan kerja yang efektif bagi 

masyarakat. BUMDes merupakan usaha padat karya yang tidak memerlukan persyaratan tertentu 

seperti pendidikan, keahlian (skill) pekerjanya dan cenderung tidak mengeluarkan biaya lebih. 

BUMDes ialah upaya terdapat kreasi yang tidak membutuhkan persyaratan terpilih semacam 

pembelajaran, kemampuan (keterampilan) fungsinya serta menjurus tidak menghasilkan dana 

lebih ataupun lebih. BUMDes dalam operasionalnya dibantu oleh komposisi moneter dusun 

(simpangan finansial) selaku komponen yang menjalankan pembicaraan finansial dalam wujud 

mengangsur serta deposito. Budiono (2015) menggambarkan kalau salah satu metode buat 

mendesak pembangunan di tingkatan dusun merupakan penguasa dusun diberi wewenang oleh 

penguasa pusat buat menata selaku mandiri tingkatan dusun lewat benih ekonomi di tingkatan 

dusun. Salah satunya merupakan (BUMDes). Unsertag-unsertag nomormor 32 Tahun 200 perihal 

negeri teritori menggambarkan kalau dusun bisa mendirikan BUMD serupa dengan keinginan 

serta kemampuan dusun. keperluan serta kemampuan dusun sebagai dasar penciptaan BUMDes 

selaku wujud usaha kenaikan tingkatan hidup publik (PKDSP, 2007). bagi alasan 1 poin (6) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 perihal lembaga ikhtiar kepunyaan dusun, 

diketahui kalau BUMDes merupakan lembaga ikhtiar dusun yang ataupun oleh negeri dusun, 

dengan dusun memberikan hak atas kepemilikan serta modal yang diatur. penguasa serta publik. 

untuk BUMDes atas dasar hukum terdapat perihal dusun dalam alasan 87 kalimat (1) berarti: 

“dusun bisa mendirikan BUMDes”, serta kalimat (2) berarti: “dusun bisa melaksanakan BUMDes 

dengan antusias kekeluargaan serta kegotongroyongan” serta kalimat (3) berarti selaku 

seterusnya: “BUMDes bisa menjalankan gerakan di bagian ekonomi serta/ataupun pelayanan kali 



ini, dasar hukum perihal presensi serta susunan mendominasi BUMDes pernah diperjelas oleh 

penguasa dengan diterbitkannya Permendes No. Tahun 2015 pada BUMDes. Gunawan (2011) 

menggambarkan kalau pendirian BUMDes berniat buat mengadopsi gerakan pembangunan adat, 

gerakan menurut program penguasa serta seluruhnya gerakan lain yang menyokong usaha 

kenaikan penghasilan publik. Sayutri (2011) berpandangan kalau presensi BUMDes dibutuhkan 

buat menggerakkan kemampuan dusun serta bisa berkontribusi dalam usaha penyelesaian 

kekurangan. Dikemuk Bakal pula oleh Hardijono dkk (2001) kalau penciptaan BUMDes ialah 

salah satu metode buat membuat perekonomian pedusunan yang mandiri dengan tujuan 

menaikkan penghasilan asli wilayah. Pengembangan BUMDes wajib dijalani supaya BUMDes 

yang ada bisa beroperasi sebagai halnya mestinya. Tujuan serta tujuan BUMDes bisa teraih jikalau 

BUMDes diatur serta dipimpin selaku handal. BUMDes ialah jalan keluar dari perkara yang 

timbul di dusun. BUMDes wajib dapat memicu serta mentransformasi perekonomian dusun 

(Ramadana et al., 2013). presensi BUMDes bisa menolong penguasa menata kemampuan inovatif 

dan inovatif dusun yang pada alhasil bisa membuka keahlian karier anyar yang bisa menarik 

stamina kerja dusun. Dalam latar belakang inilah periset terpikat buat mengamati “Efektivitas 

Pengelolaan Bumdes Pada Usaha Pemberdayaan Potensi Desa” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas, pengarang memberikan kesimpulan kasus selaku seterusnya: 

1. Seberapa Efektivitas Pengelolaan Bumdes Pada Usaha Pemberdayaan Potensi Desa”? 

2. aspek yang memudahkan dan halangi Efektivitas Pengelolaan Bumdes Pada Usaha 

Pemberdayaan Potensi Desa? 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengenal daya guna pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan dusun-desa 

kemampuanal di dusun Mulyoagung. 

2. Untuk mengenal Faktor pendukung dan pembendung daya guna manajemen BUMDes 

Pada ikhtiar Pemberdayaan kemampuan dusun Di dusun Mulyoagung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan profit ataupun kemampuan yang sanggup di dapat oleh pihak-

pihak terpilih sehabis studi tuntas. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat diberi guna guna 

terhadap pihak-pihak terpilih ialah mahasiswa, dosen ataupun golongan akademis, publik, dan 

juga biro terpaut. selanjutnya guna yang diharapkan dalam penelitian ini merupakan : 

 

1. Akademis 

a. Sebagai menaikkan wawasan perihal daya guna pengurusan BUMDes dalam usaha 

pemberdayaan desa-desa kemampuanal di dusun Mulyoagung.  

b. bisa dijadikan anutan buat studi berikutnya perihal daya guna pengurusan BUMDes dalam 

usaha pemberdayaan kemampuan desa di dusun Mulyoagung. 

2. Manfaat non akademik 

a. Bagi periset atau pengarang, hasil studi ini akan memberikan representasi perihal daya 

guna pengurusan BUMDes dalam usaha pemberdayaan potensi diri di dusun Mulyoagung. 

b. Bagi penguasa, tentang itu sebagai masukan perihal daya guna pengurusan BUMDes 

dalam usaha pemberdayaan potensi desa. ketimbang dengan publik, akan lebih gampang 

untuk publik buat ikut serta dalam menolong menaikkan efektifitas pengurusan BUMDes 

dalam usaha pemberdayaan potensi desa yang ada di desa itu sendiri. 
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